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ABSTRAK 

Konsep hukum progresif merupakan hukum yang memanusiakan manusia. Hukum progresif 

merupakan hukum yang hasil dari nilai – nilai berkembang dalam masyarakatt. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Judicial review yang dilakukan atas Pasal 

43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut mempunyai nilai – nilai yang bersifat progresif. 

Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum berbunyi 

: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya” 

Setelah direvisi Pasal 43 ayat (1) Undang -  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasca judicial review berbunyi : 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan tes DNA dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 

Kata kunci : Anak, kanwin kotrak, mahkamah konstitusi 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The concept of progressive laws are laws that humanizing. Progressive law is the law which 

results from the value - the value of developing in masyarakatt. Constitutional Court Decision Number: 

46 / PUU-VIII / 2010 states that granted the lawsuit filed by Hj. Aisyah Mochtar alias Machica bint 

Ibrahim H. Mochtar. Judicial review is carried out on Article 43 paragraph (1) Law - Law No. 1 of 1974 

on Marriage in the decision of the Constitutional Court has a value - a value that is progressive. 

 

Article 43 paragraph (1) Act - Act (Act) Marriage No. 1 of 1974 BEFORE reads: 

"Children born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's 

family" 

 

After the revised Article 43 paragraph (1) Law - Law No. 1 of 1974 on Marriage judicial post 

reads: 

"Children born out of wedlock have links civil with her mother and her mother's family as well as 

with men as a father who can be proved by science DNA testing and technology and / or other evidence 

under the law to have a blood relationship, including the relationship civil with his father's family ". 
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KESIMPULAN 

 

1. Akibat hukum  nikah mut’ah (kawin kontrak) berawal dari habisnya waktu yang 

ditentukan dalam akad. Suami istri dalam akad ini tidak dapat saling mewaris karena 

pernikahannya  tidak sah. Bagi perempuan, perkawinan semacam ini sangat 

membahayakan karena dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin, karena 

sering berganti-ganti pasangan. Suami tidak diwajibkan memberikan nafkah untuk istri, 

pernikahan inipun bertentangan dengan Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. 

Nikah mut’ah juga sangat merugikan bagi anak-anak karena status mereka tidak jelas dan 

mereka tidak mendapatkan rumah untuk tinggal dan pemeliharaan serta pendidikan yang 

baik. Anak-anak hanya mendapatkan hak waris dari si ibu dan keluarga ibunya saja. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.40PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012, 

memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Sekarang anak luar kawin tidak lagi 

hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja tetapi dengan ayah biologisnya juga. 

Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya. Begitu juga dengan hubungan waris terhadap bapak 

biologisnya tanpa harus didauhuli dengan pengakuan dan pengesahan melalui putusan 

pengadilan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah pembuktian 

bahwa adanyan hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu 

pengetahuan dengan cara tes DNA dari keduan orang tua yang bersangkutan bahwa benar 

-  benar anak kandung orang tua yang bersangkutan. 



 

 

3. Dampak positif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 

Februari 2012, terbuka kesempatan bagi anak hasil luar nikah mendapatkan pengakuan 

dari kedua orang tuanya mendapatkan hak nafkah, waris, dan akata kelahiran dan lainnya. 

4.  Dampak negatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 

Februari 2012 dinilai melanggar ajaran islam dan hukum islam. 
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